
  

 

 
 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 17 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI BULUKUMBA 
 

Menimbang :  

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat :       1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516);    

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun   2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

 

5.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 



  

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentnag 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  71 Tahun  2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 12  Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun  2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara 

Republik Indonesia nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

14.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang 

Indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian 

dana alokasi umum yang ditentukan penggunaanya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  1  Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba       

Nomor 1); 



  

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5); 

17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 

Nomor 13); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulukumba 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lemb aga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara 

pemerintah daerah 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah 

8. Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 
januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 

 

Pasal 2 
 

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.592.984.245.360,00 (satu 
triliun lima ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh 

empat juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) 

bertambah sejumlah Rp136.255.271.180,00 (seratus tiga puluh enam milyar dua 
ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh 

rupiah) sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi 

Rp1.729.239.516.540,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar dua 
ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh 

rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 
 

1.  Pendapatan Daerah   
 a. Semula Rp  1.592.984.245.360,00 

 b. Bertambah/(berkurang) Rp     89.698.963.625,00 
 



  

 

 Jumlah Pendapatan Setelah  

 Perubahan  Rp     1.682.683.208.985,00 
 

2.  Belanja Daerah      

 a.  Semula Rp 1.592.984.245.360,00 
 b. Bertambah Rp 136.255.271.180,00                       

 Jumlah Belanja Setelah  

 Perubahan  Rp 1.729.239.516.540,00 
    

 Surplus/(Depisit) Setelah  
 Perubahan Rp      (46.556.307.555,00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembiayaan  daerah 

 a. Penerimaan Pembiayaan  

  1) Semula Rp           0,00 
  2) Bertambah/(berkurang) Rp           46.556.307.555,00  

   Jumlah Penerimaan Pembiayaan  

   Setelah Perubahan Rp           46.556.307.555,00 
   

 b. Pengeluaran Pembiayaan 

  1) Semula Rp       0,00   
            2) Bertambah/(Berkurang) Rp         0,00) 

   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

   Setelah Perubahan Rp    0,00 
   

  Jumlah Pembiayaan Netto Setelah  

  Perubahan Rp           46.556.307.555,00 

   
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  Setelah Perubahan Rp  0,00           
 

 

Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

 
 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi  Menurut Urusan Pemerintahan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 



  

 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

 
Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian, yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 

  

     
      Ditetapkan di Bulukumba 

pada tanggal 13 September 2024 

BUPATI  BULUKUMBA,   
 

 

ttd 

 

MUCHTAR ALI YUSUF 

 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 13 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 

 

ttd 

 

MUH. ALI SALENG 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN  2024 NOMOR 17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


